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NOMOR ..... TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN.EG:

DENGAN RAHMAT TUHAN YA
WALIKOTA BATAM:

Menimbang : Pa - ayat (. ) Peraturan

Mengingat: 1.

1999 tentang Pembentukan
Rokan Hulu, Kabupatan Rokan

Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran
anesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

f dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
kan Hulu, Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Tahu 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah;



Menetapkan :

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99

Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB |

KETENTUAN UMU
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang @

ipe A adalah Badan yang dibentuk untuk mewadahi
ng urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Jgerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas 1 (satu)
Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, paling banyak 4 (empat)
bidang dengan masing-masing paling banyak 3 (tiga) Seksi.

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut
Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

10. Jabatan adalah pejabat yang secara tegas menunjukkan
kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan.

11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.



BAB II
BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pasal 2
(1) Tipelogi Badan berbentuk Badan Tipe A.
(2) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
a. Kepala Badan ;
b. Sekretariat;

c. Bidang-Bidang;

BAB Il
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URi

i@ dimaksud pada ayat (1)
ymimpin, mengatur, merumuskan,
_ mengendalikan, mengkoordinasikan dan
Lingjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan
rah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

[ : :":' tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
( Bepala Badan mempunyai fungsi:

1san kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan
di Kota Batam sesuai dengan peraturan perundang-
dangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan
golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sosial di Kota Batam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan



pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial di Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra
suku, umat beragama, ras dan gglongan lainnya, pembinaan
dan pemberdayaan organi # kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan al dan penanganan konflik
sosial di Kota Batam "dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum yimpinan daerah Kota

Batam;

. pelaksanaan

ogram kerja Badan sesuai
daerah sebagai pedoman

, membina dan mengendalikan
: pgram dan kegiatan serta penetapan kebijakan
‘bada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi,
an Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam
@n, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
lisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan
*nanganan Konflik;

c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada
bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar
pekerjaan berjalan lancar;

d. membina bawahan di lingkungan Badan dengan cara
memberikan reward and punishment untuk meningkatkan
produktivitas kerja;

e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan
cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana
program dan sasaran sesuai peraturan perundang-undangan
agar diperoleh hasil yang maksimal;



. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan
penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputii Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja
lainnya sesuai peraturan perundangundangan;

. menetapkan penyusunan data dan informasi, bahan
penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD),
Laporan Kinerja Instansi Pemetintah (LKjIP) dan laporan
lainnya sesuai dengan ketesf peraturan perundang-
undangan,;

. menyelenggarakan
Pemerintahan (SPIP) d
lingkungan pekerjaannya;

endalian Internal
tasi birokrasi di

rakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan
dministrasi penataan organisasi, kelembagaan

enggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan
ukum lingkup Badan;

gendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan
asarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Badan
kepada para Kepala Bidang;

. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di
lingkungan Badan;.

. mengusulkan/menetapkan ~ Bendaharawan  Pengeluaran,
Bendaharawan Penerimaan, Pemegang Barang, Pengurus
Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu
Bendahara Penerimaan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah di lingkungan Badan ;

. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Badan ;



()

)

r. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat:

s. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang
Politik Dalam Negerian, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai
bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah;

t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-
tugas di lingkungan Badan ; dan

ih sesuai tugas pokok dan
I perundang-undangan.

u. melaksanakan tugas lain dari ;
fungsinya berdasarkan pera

Dalam pelaksanaan tug
sebagaimana dimaksud pad

a. Sekretariat:

b. Bidang Ideologi

ipimpin oleh seorang Sekretaris.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
okok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan
memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan
pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan
kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan
anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta
pengkoordinasian tugas-tugas di bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:

a) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di
lingkungan Badan;

b) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
Badan;

c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan badan;



d) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga
dan aset di lingkungan Badan;

e) pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan
Badan; dan

f) Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan pimpinan.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan
berdasarkan kebijakan operasional Badan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan
Badan;

dan  pengkoordinasian
PKaitan dengan analisa rencana
seleksi pegawai

c. menyelenggarakan  pemb
pengelolaan kepegawaian
kebutuhan, kualifikasi,
Badan;

penyusunan  program,
garaan tugas-tugas di

d. melaksanakan gs.pengkoordina

ngkoordinasian, pengelolaan
earsipan peraturan perundang-

gtahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
asi Kemasyarakatan yang meliputi Rencana
gunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
angunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis
enstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja
Badan lainnya sesuai peraturan perundangundangan.

h. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan
informasi  bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di
lingkungan Badan  yang meliputi Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (LPPD), Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya
sesuai peraturan perundang-undangan;

i. melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan
(SPIP) dan program reformasi birokrasi di lingkungan
pekerjaannya;



J. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep
naskah Badan sesuai dengan kewenangannya;

k. pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
(SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidang-bidang di lingkup
Badan

l. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan
kesekretariatan;

m. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi
Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;

jsun laporan pelaksanaan
han pertanggungjawaban

n. melaksanakan evaluasi dan
tugas kesekretariatan sebag
kepada atasan; dan

i tugas pokok dan

0. melaksanakan tugas lain
idng-undangan.

fungsinya berdasarkan pera

si dan uraian tugas
at 3) dan ayat (4),

(5) Dalam pelaksarf
sebagaimana dim
Sekretariat terdiri de

jgas  pokok,

Pasal 5

ram dan Anggaran dipimpin oleh seorang

ub Bagian Program dan Anggaran sebagaimana
pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan
ugas Sekretariat lingkup Program dan Anggaran.

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai
fungsi:

a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi
kerja dan administrasi keuanganBadan:

b. pelaksanaan pengendalian program meliputi  kegiatan
penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Badan,
koordinasi penyusunan program dan anggaran Badan serta
koordinasi pengendalian program dan anggaran; dan

c. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi
program kerja dan anggaran Badan.



(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai
uraian tugas :

a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja
dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Program dan
Anggaran berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan
tugasnya;

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas
pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program
kerja di Sub Bagian Program Anggaran agar sasaran
tetap terfokus; .

mengendalikan
Anggaran;

d. memimpin, mengatur, _.
pelaksanaan tugas Sub

e. menyiapkan bahan dan menyg na anggaran untuk
Belanja Tidak L agjafangsung pada Badan;

f. menyiapkan b i lan, penyajian dan
pelayanan date BAJE istem informasi

I, penyusun program dan kegiatan administasi
3 lik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang
it terk@ifpuntuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan
i kegiatan dan program sesuai kebutuhan Badan ;

iun dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam
penyelenggaraan  Musyawarah  Perencanaan
bangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana
embangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana
Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD,
serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Walikota;

k. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan
informasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi  Pemerintah  (LKjIP), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Badan ;



l. menganalisis bahan perumusan program prioritas Badan
sebagai bahan perencanaan anggaran pendapatan dan
belanja Badan;

m.memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada
Sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Program
dan Anggaran sebagai bahan pengambilan
keputusan/kebijakan;

n. mengkoordinasikan  pelaksanaan kegiatan penyusunan
program kerja Badan sesuai dengan Kebijakan Kepala
Badan;

0. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program
kerja Badan dan membuat lapg an kemajuan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan kebijakdfiiepala Badan;

p. menyusun administrasi enyiapan rencana kebutuhan

sarana dan prasarana pé

1 dan tulisan naskah
sesuai dengan tata

g. mengonsep dan/atau mengorek
dinas pada Ii

jakan di lingkup

6nal Prosedur (SOP),
(SPP), dan Indeks Kepuasan
kup Sub Bagian Program dan

gffa fungsional dengan Organisasi
daerah di lingkungan Pemerintah Daerah,
)aerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

anakat __::j}. monitoring, evaluasi dan  pelaporan
naan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada
s; dan

anakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
gsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat lingkup keuangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:



a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi
keuangan Badan ;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi
kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran,
koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan
pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan
Badan ; dan

c. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi
keuangan Badan .

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

Un rencana dan program
agian Keuangan berbasis
ari Sekretaris;

a.menyiapkan bahan untuk mel
kerja/kegiatan pada lingkup .8
kinerja sesuai dengan arahg

fKan rumusan tugas
gar pekerjaan dapat

b. membagi tugas kepada ahe
pokok dan fungsi serta potens
dilaksanakan sg

mengarahkan I herdasarkan program

etap terfokus;

tan administrasi
: pelaksanaan dan
ngelolaan keuangan Badan;

B keuangan serta
jengeluaran yang dibantu oleh

proses akuntansi dan pelaporan
an keuangan pada Badan;

pkan dan menyusun Rencana Anggran untuk
iTidak Langsung dan Belanja Langsung pada Badan;

tau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP),
rat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU), Surat
Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat
Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

I. melaksanakan tatakelola administrasi Barang Milik Daerah
(BMD) di lingkungan Badan meliputi investasi, penyimpanan
dan pelaporan;

j- melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan
penatausahaan keuangan pada Badan:

k. menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Pengurus
Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai



dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di
lingkungan Badan;

I. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup keuangan sesuai dengan tata naskah
untuk ditandatangani pimpinan;

m.membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang
penatausahaan keuangan;

n. memberikan sarana dan bahan pertimbangan kepada
sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian
Keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan;

0. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta
penyajian data hasil kegiatan Sy#agian Keuangan,

p. melaksanakan  monitoripg@#* evaluasi  dan  pelaporan
pelaksanaan tugas " pertanggungjawaban  kepada
sekretaris;

g. melaksanakan dan pelaporan

penatausaha

proses

melaksanakan ' “Barang Milik Daerah

reksi bahan penyusunan laporan
_dengan Pedoman Pengelolaan

anaan penyelesaian tuntutan
Ontutan ganti rugi sesuai dengan
engelolaan Keuangan Daerah di lingkungan

kan pesunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
t Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan
akat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Keuangan;

ukan hubungan kerja fungsional dengan organisasi
angkat daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan
kepegawaian.



(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum
dan kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan
naskah dinas , penataan kearsipan Badan , penyelenggaraan
kerumahtanggaan Badan , dan pengelolaan perlengkapan;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi
kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian,
penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan
pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan

d. pelaksanaan monitoring, dan pelaporan lingkup

administrasi umum dan ke

(4) Dalam melaksanakan fungs _
(3), Kepala Sub Bagian Umu awaian mempunyai
uraian tugas :

a. s n di bidang umum

as kepada bawahan berdasarkan program
gian Umum dan kepegawaian agar sasaran

iproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;

menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada
penulisan tata naskah di lingkungan Badan;

h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-
rapat di lingkungan Badan:

i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan,
ketertiban dan kebersihan kantor:

j. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan
pendokumentasian  peraturan  perundang-undangan  di
lingkungan Badan ;

k. melaksanaan  koordinasi dalam  menyiapkan bahan
pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi



pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan
serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan
formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaiji berkala,
pension dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu
suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai,
Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran
Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas
/ujian  penyesuaian ijazah, ijin penceraian, pengelolaan
administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan
pegawai;

|. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk
mengikuti pelatihan struktural, teknis dan fungsional di
lingkungan Badan ;

N umum kepegawaian yang
ipalisis beban kerja, evaluasi
ualifikasi jabatan,
rier serta disiplin

m. melaksanakan fasilitasi pem
meliputi analisis jabata
jabatan, pengkajian k
rencana kebutuhan dan
pegawai;

n. melaksanaka inasi inistrasi penyusunan
: leminatif pegawai dan

Standar Operasional Prosedur (SOP),
layanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan
M) pada lingkup Sub Bagian Umum dan

kat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah,
intah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat:

gmenghimpun, mengolah dan menganalisa data serta
penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan
kepegawaian;

t. melaksanakan  monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada
Sekretaris; dan

u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa
Pasal 8

(1) Bidang Bidang ldeoclogi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud apada ayat (1)
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Badan pada lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa.

ebagaimana dimaksud pada

(3) Dalam melaksanakan tugas P
, Wawasan Kebangsaan dan

ayat (2), Kepala Bidang Ig
Karakter Bangsa mempunya

a. penyusunan program kerja _
kebangsaan r bangsa, pembauran
kebangsaan, ¥ gtur i jarah kebangsaan di

Kota Batam:; :

bidang ideologi, wawasan
arakter bangsa, pembauran
ka dan sejarah kebangsaan di

di bidang ideologi, wawasan
bela negara, karakter bangsa, pembauran
hineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di

S0l wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
jsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan

’€jarah kebangsaan di Kota Batam: dan

" Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang
berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan
kebijakan umum dan teknis di Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa;



C. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa:

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada
bawahan sesuai dengan rencana program yang telah
ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien;

€. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep
naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata
naskah dinas;

f. melaksanakan penguatan koordinasi dan sinergi wawasan
kebangsaan dan bela negara serta pemantapan program
revolusi mental melalui Gerakan Igdonesia Bersatu:

Pelayanan Publik (SPP ndeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Bi 3
dan Karakter Bangsa;

iksanaan iopokok, fungsi dan uraian tugas
a dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),

idang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: dan
dang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Pasal 9

(1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa:

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
mempunyai fungsi:



a. perencanaan program kerja dan kegiatan di sub bidang
Ideologi dan wawasan kebangsaan;

b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan di sub bidang
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

c. monitoring, evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan
di sub bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan

d. pelaporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Sub
bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
mempunyai uraian tugas:

encana program kerja dan
musan pemantapan ideologi,
kedaulatan bangsa,pen wasan kebangsaan
dan ketahanan sosial, __ ikfman antar umat
beragama, kerukunan antar af gama, ras maupun
golongan;

a. memproses dan menyusun b
kegiatan serta mengkaji bak

b. memproses daf pafskinerja Sub Bidang
ideologi dan Wa 16 -

SIr keanekaragaman nilai-nilai aspek ideologi
mbuh di masyarakat sebagai dasar kebijakan

#laksanakan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan kamunikasi
yenyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim
Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM),
Alumni Taplai Lemhanas Kepri dan merevitalisasi Pusat
Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah serta
meningkatkan kapasitas ASN;

h. melaksanakan penguatan koordinasi dan sinergi wawasan
kebangsaan serta pemantapan program Revolusi Mental
melalui Gerakan Indonesia Bersatu;

i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Sub Bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan;



J. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan
agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

k. menyusun laporan kinerja Sub Bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan; dan

I.  melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 10

(1) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang.

ara dan Karakter Bangsa
Wat (1) mempunyai tugas pokok

(2) Kepala Sub Bidang Bela
sebagaimana dimaksud paga
melaksanakan sebagian

(3) Dalam melaksang
ayat (2), Kepala !

proses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
egiatan serta mengkaji bahan rumusan pemantapan
kesadaran bela negara, Bhineka Tunggal lka, Karakter
Bangsa, kader kepemimpinan bangsa, kewarganegaraan,
kearifan lokal;

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Sub Bidang
Bela Negara dan Karakter Bangsa;

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan tugas Sub Bidang Bela Negara dan Karakter
Bangsa;

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang menyiapkan rencana



. menyusun Standar Operasi

pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Bela Negara dan
Karakter Bangsa;

. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah

Badan pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata
naskah untuk ditandatangani pimpinan:

melaksanakan kebijakan, fasilitasi, mediatsi dan komunikasi
penyelenggaraan Forum Bela Negara (FBN), Pendidikan
Karakter dan Pembinaan Mental yang berwawasan
kebangsaan serta merevitalisasi pusat pendidikan bela negara
di daerah;

. melaksanakan penguatan koordinasi dan sinergi karakter

bangsa;

Pelayanan Publik (SPP), ndeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Sub: .
Bangsa;

menjelaskan i tu epada bawahan sesuai
dengan rencan {8, yang telah ditetapkan

a dari atasan sesuai tugas pokok
peraturan perundang-undangan.

Paragra /

olitik Dalam Negeri

Pasal 11

JPolitik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala

(2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Badan lingkup Bidang Politik Dalam Negeri.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

a.

Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan  demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di Kota Batam:

Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan



demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik di Kota Batam:;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika
budaya  politk,  peningkatan = demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di Kota Batam;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika
budaya  politk, peningkatan = demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di Kota Batam:

e. Pelaksanaan monitoring, evalugsi dan pelaporan di bidang

pendidikan politik, etika 4« politik, peningkatan

a sebagai pedoman

mengkaji bahan perumusan

rencana program yang telah
{an agar program dapat dilaksanakan secara efektif
Sien;

sanaan pendataan, pembinaan, pengembangan dan
ilaian Politik Dalam Negeri;

f. mengoreksi susunan dan tulisan naskah Badan pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk
ditandatangani pimpinan;

g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Bidang Politik Dalam Negeri;

h. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi
Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri; dan



j. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),
Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi:
b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Pendidikan Politik d Peningkatan Demokrasi

an Politk dan Peningkatan

(3) Dalam melaksanakan. Sgb&gaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala : idikas litik dan Peningkatan

proses dan menyusun bahan rencana kerja Sub Bidang
endidikan Politik dan peningkatan demokrasi:

b. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis sub
bidang pendidikan Politik dan peningkatan demokrasi :

. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi
dan pembinaan pada sub bidang Pendidikan Politik dan
Peningkatan Demokrasi:

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien:



€. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
Badan pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata
naskah untuk ditandatangani pimpinan;

f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Sub Bidang Pendidikan Politik dan
Peningkatan Demokrasi:

g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi
Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;

h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta
penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Pendidikan Politik
dan Peningkatan Demokrasi;

i. melaksanakan monitorin asi, dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan Suf i
Peningkatan Demokrasi; da

. melaksanakan 4 i ISan sesuai tugas pokok

sebagaimana dimaskud pada ayat
melaksanakan sebagian tugas
Politik Dalam Negeri.

n tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
a Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan
han, Perwakilan dan Partai Politk mempunyai fungsi:

Sii¥sunan program dan rencana kerja di sub bidang
asilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan di sub bidang
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik;

C. pelaksanaan koordinasi di sub bidang Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di sub
bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik.



(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan.
Perwakilan dan Partai Politik mempunyai uraian tugas:

a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum
dan teknis Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik yang berbasis kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Sub
Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik;

¢. menyiapkan bahan-bahan pe
konsultasi, fasilitasi dan pembip
Kelembagaan Pemerintah

<sanaan koordinasi dan
ada sub bidang Fasilitasi
akilan dan Partai Politik;

d. menjelaskan dan memba
dengan rencana program yag
dapat dilaksanaan secara efek

e. menyusun dar ali TRahukegiatan di sub bidang
Fasilitasi KelemE i akilan dan Partai
Politik;

venangannya sesuai dengan tata
i pimpinan;

1ah Indeks Kepuasan Masyarakat
4 Bidang Fasilitasi Kelembagaan
an, Perwakilan dan Partai Politik;

pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub

j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi
Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat: dan

k. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,

Agama dan Organisasi Kemasyarakatan



Pasal 14

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang.

(2) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaskud pada ayat
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Badan lingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

bidang ketahanan ekonomi,
encegahan penyalahgunaan

dh, beragama dan
daftaran  ormas,
mediasi sengketa

a. Penyusunan program ker
sosial, budaya, fasilita$
narkotika, fasilitasi W
penghayat kepercayaar

ebijakan di bidang
ilitasi pencegahan
srukunan  umat
yaan serta pendaftaran
) aluasi dan mediasi

ormas, pengaiv
b. Penyusunan
ketahanan ekom

dhan penyalahgunaan narkotika,
kerukunan ™@mat beragama dan penghayat
gan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan
asi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ihas asing di Kota Batam;
naan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
tika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
hayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
emberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Kota Batam;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di
Kota Batam; dan
f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas:



a. merumuskan, mempelajari, menelaah peraturan perundang-
undangan, keputusan petunjuk perencanaan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sebagai dasar
pelaksanaan pekerjaan;

b. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas daiff@fmas asing yang berbasis
kinerja sebagai pedoman pe aan tugas;

ji abahan perumusan
tahanan ekonomi,
n penyalahgunaan

c. merumuskan rencana <t
kebijakan umum dan tekf¥
sosial, budaya, fasilitasi “j
narkotika, fasilitgsi kerukunan u
kepercayaan '
evaluasi dan

¥kinerja di bidang
asilitasi pencegahan
, fasilitasi kerukunan umat
epercayaan serta pendaftaran
»evaluasi dan mediasi sengketa
an ormas asing;

memaraf dan/atau menandatangani konsep
sesuai dengan kewenangannya dan sesuai tata

tiskan  bahan  kebijakan, memfasiliatsi serta
fmpun dan menganalisis data dan informasi yang
an dengan ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
flitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
erukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing;

g. merumuskan dan mengendalikan norma, standar, pedoman
dan petunjuk operasional di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;

h. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, agama dan organisasi emasyarakatan;



i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi
Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;

J. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan dengan
organisasi kemasyarakatan:

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan di ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing di kota batam ; dan

sesuai tugas pokok dan
perundang-undangan.

l. melaksanakan tugas lain dari
fungsinya berdasarkan perat

(5) Dalam pelaksanaan tuga PO
sebagaimana dimaksud pada:
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Btida
Kemasyarakatan dari : '

. Sosial, Budaya dan Agama

Bidang Ketah?z an Ekonomi, Sosial, Budaya dan
laimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

Budaya, Agama dan Organisasi

?laksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
., Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
ya dan Agama mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup sub bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan:

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup sub bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan;

c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup sub
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan



. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan lingkup sub bidang ketahanan ekonomi sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama mempunyai uraian tugas:

a.

. menghimpun, mengan 3l

memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum
dan teknis sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan gnghayat kepercayaan yang
berbasis kinerja sebagai pedgifi@i¥pelaksanaan tugas;

an merumuskan data yang
ketahagaf: ekonomi, sosial,
ihgunaan narkotika,
dan penghayat

berkaitan dengan sub
budaya, fasilitasi pencegaf
fasilitasi ker nan umat

kepercayaan; €

si pencegahan

dn  penyalahgunaan narkotika,
beragama dan penghayat

“KUB), pelestarian kebudayaan, serta pembinaan
gembangan ekonomi;

sep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata
ah untuk ditandatangani pimpinan:

- menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan

sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan:

. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar

Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama;

melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat:



J. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta

penyajian data hasil kegiatan sub bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
dalam lingkup tugas di sub bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya dan agama;

. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan sub bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan;

kerja bawahan di lingkup
an ekonomi, sosial, budaya dan

.melaksanakan penilaian
tugas di sub bidang ke
agama; dan

sesuai tugas pokok
perundang-undangan.

. melaksanakan tugas lainnya dgi
dan fungsinya sarkan perat(

ndipimpin oleh seorang

Kemasyarakatan sebagaimana
yai tugas pokok melaksanakan

sunanan program dan rencana kerja dilingkup sub
] organisasi kemasyarakatan meliputi pelaporan ormas,
berdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
*pengawasan ormas, dan ormas asing di wilayah kota batam:

- penyusunan petunjuk teknis kegiatan di lingkup sub bidang
organisasi kemasyarakatan meliputi pelaporan ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas, dan ormas asing di wilayah kota batam:

- perumusan kebijakan di lingkup sub bidang organisasi
kemasyarakatan meliputi pelaporan ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas, dan ormas asing di wilayah kota batam; dan

- pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan di lingkup sub bidang organisasi kemasyarakatan
meliputi pelaporan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan



mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, dan ormas
asing di wilayah kota batam.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai
uraian tugas:

a.

. menghimpun, menganalisa

. memproses

memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum
dan teknis di sub bidang organisasi kemasyarakatan meliputi
pelaporan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas, dan ormas asing di
wilayah kota batam yang berbasis kinerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

erumuskan data yang
'organisasi kemasyarakatan
erdayaan ormas, evaluasi dan
engawasagii@smas, dan ormas

berkaitan dengan sub big
meliputi pelaporan ormasg
mediasi sengketa ormas
asing;

pelaporan ormas,
i sengketa ormas,
ah kota batam:

organisasi k
pemberdayaan

jidang organisasi kemasyarakatan
“pemberdayaan ormas, evaluasi dan
% pengawasan ormas, dan ormas

pembinaan organisasi
dan pencatatan organisasi

anakan verifikasi kelengkapan persyaratan bagi
asi kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan dana
bansos;

; mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah

Badan pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata
naskah untuk ditandatangani pimpinan;

menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi di sub bidang
organisasi kemasyarakatan meliputi pelaporan ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas, dan ormas asing di wilayah kota batam;

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup sub bidang organisasi kemasyarakatan:



. melaksanakan monitoring, evalu

- melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat:

- menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan

sub bidang organisasi kemasyarakatan meliputi pelaporan
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas, dan ormas asing di wilayah kota
batam;

-memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang

dalam lingkup tugas sub bidang organisasi dan
kemasyarakatan;

i dan menyusun pelaporan
dfganisasi kemasyarakatan
‘rdayaan ormas, evaluasi dan
ngawasan ormas, dan ormas

tugas dan kegiatan di sub bidz
meliputi pelaporan ormas,
mediasi sengketa ormg
asing di wilayah kota bat:

aspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

aspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
illana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok

akan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Bidang
Jaan Nasional dan Penanganan Konflik .

1 melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
(2), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

a.

Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta
penanganan konflik di Kota Batam;

Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik di Kota Batam:;



c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kefja
asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta
penanganan konflik di Kota Batam:

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta
penanganan konflik di Kota Batam:

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penangapén konflik di Kota Batam:

f. Pelaksanaan fungsi lain yafigdiberikan pimpinan.

(3), Kepala Bidang Kewas ORa! dan Penanganan

kewaspadaan dini,
ing, tenaga kerja
i perbatasan antar
keWaspadaan serta

J kebijakan di  bidang

sama intelijen, pemantauan orang

'@8h lembaga asing, kewaspadaan

anta jaray fasilitasi kelembagaan bidang
daan serta penanganan konflik:

kebijakan di bidang kewaspadaan dini,
ma infglijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

aksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,
erjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta
penanganan konflik:

e. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep
naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dan sesuai tata
naskah dinas;

f. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup bidang kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik;



g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan organisasi
perangkat daerah, provinsi dan pemerintah pusat:

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik: dan

I. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),
Bidang Kewaspadaan Nasional dar Penanganan Konflik terdiri
dari :

a. Sub Bidang Kewaspadaapg dan Kerjasama Intelijen;

b. Sub Bidang Penangana¥

“ayat (1) mempunyai tugas pokok
as Kepala Bidang Kewaspadaan

aksanaka
ional da

naan program kerja dan kegiatan di sub bidang
adaan dini dan kerjasama intelijen;

aksanaan koordinasi di sub bidang kewaspadaan dini dan
erjasama intelijen; dan

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di sub
bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama
Intelijenmempunyai uraian tugas:

a. memproses dan menyusun bahan rencana kerja sub bidang
kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;

b. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis sub
bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;



¢. menyiapkan bahan-bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan
pada sub bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;

d. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata
naskah untuk ditandatangani pimpinan;

€. menjelaskan dan membagi pelaksanaan tugas kepada
bawahan di lingkungan sub bidang kewaspadaan dini dan
kerjasama intelijen;

f. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub
bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;

g. memeriksa hasil kerja bawahan d| hngkungan sub bidang
kewaspadaan dini dan kerjasa '

h. menyusun dan menganali uhan keg:atan di sub bidang
kewaspadaan dini dan ke

I. menyusun Standar Opera$ ] ) r (SOP), Standar
Pelayanan Pubjik (SPP) epuasan Masyarakat

waspadaan Dini dan

/ dan koordinasi dengan Forum
) , Tim Kewaspadaan Dini
dan Tim Pemantauan Orang

_ I“'daerah perbatasan antar negara
mgiigumpulkan informasi mengenai potensi ancaman,
batan dan gangguan;

aluasilaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang
adaan dini dan kerjasama intelijen;

rkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang
spadaan dini dan kerjasama intelijen; dan

melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik .



(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

(4)

ayat (2), Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai
fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kerja di sub bidang
penanganan konflik ;

b. pelaksanaan program kerija dan kegiatan di sub bidang
penanganan konflik;

C. pelaksanaan koordinasi di sub bidang penanganan konflik:
dan

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
penanganan konflik.

Mmana dimaksud pada ayat
an Konflik mempunyai uraian

Dalam melaksanakan fungsi s
(3), Kepala Sub Bidang Penz
tugas: y

a. memproses dan menyusun ™
penanganan konflik;

. menyiapkan l : ebijakan teknis pada

. - i akean koordinasi,
2 : Jagpada sub bidang

tugas kepada bawahan sesuai
g telah dltetapkan agar program

kerja bawahan di lingkungan sub bidang
janan konflik;

5' sep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata
kah untuk ditandatangani pimpinan;

h. menyusun dan menganalisa kebutuhan kegiatan di sub bidang
penanganan konflik;

i. melaksanakan rencana aksi dalam penanganan konflik
bersma tim terpadu penanganan konfiik:

j. melaksanakan rakor bulanan dengan pihak terkait dalam

rangka pembinaan pada masyarakat;

k. melakukan pemantauan aksi-aksi demo yang dilakukan oleh
beberapa ormas, lembaga-lembaga masyarakat:

. melaksanakan survey lapangan untuk pencegahan konflik;



m.mengevaluasi pelaksnaan kegiatan di lingkungan sub bidang
penanganan konflik;

n. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Sub Bidang Penanganan Konflik :

0. melakukan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang
penanganan konflik; dan

p. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB IV
KETENTUAN PEN
Pasal 20

Peraturan Walikota i

Agar setiap orang met
Peraturan Walikota ini dé

MUHAMMAD RUDI

JEFRIDIN, MPD

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ....... NOMOR .......
Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Daerah Kota Batam

Ub

Kepala Bagian Hukum

DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK | NIP. 19671224 199403 1 009



